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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR: 332 /PL.02.2-Kpt /7322 /KPU-Kab / V111 /2020

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LUWU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA.

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 avat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota:

Bahwa untuk keperluan tahapan Pencalonan dalam
penvelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu
Utara tahun 2020, maka perlu melakukan penghitungan
ijumlah minimal svarat pencalonan Bupati dan Wakil
Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai
Politik vang didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi
dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a
dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang

Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau
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Mengingat

1.

Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Luwu Utara Tahun 2020,
Unldang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat I Luwu Utara® {Lembaran-
Nepara Republik Indonesia Tahun |1999 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
38126).:
U- &ang—Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
PolitikiLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor '4801)- sebagaimana telah-diubah dengan Undang-
Uniddang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189});

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah - Pen“ggahti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonelsia Tahun 2015
Namor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Perafuran’ Perterintah Pengganti- -

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan
ketiga atas Undang—Undang Nomor 1| Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah |Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 | tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
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4, Uridang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
‘Nt)fmor 182, Tambahan Lembaran| Negara Republik
'Inélonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
terfit’ang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
G{lbem_ur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dr;n Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan| Komisi Pemilihan
Uinum Nomor 1 Tahun 2020 tentan" Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2(;)'17 tentang Pencalonan Pemilihan q}u-bernur dan Wakil
‘Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, {dan/atau Wali Kota
déan Wakil Wali Kota (Berita Negara| Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 159);

6. P:eratui".an Kornisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tn:anta.ng Tata Keria Komisi Pemilihan Umum, Komisi
liemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
I:fabupaten_l Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
5019 Nomor 320} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Permilihan
Umum Nomor 8 Tahuin 2019 TentaJng Tata Keria Komisi
Ig’em111han Umum, Komisi Pemilihan {Umum Provinsi, dan
f(ox_txisi Pemilihan Umum Kabupaten/Keta (Berita Negara
lf?_’epublik Indonesia Tahun 2020'.Noml:'r 201);

7. i’eratu’ran Komisi Pemilihan Umum lomor 15 Tahun 2019
‘ientang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
i’emilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
;'-I‘ahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20 19 Nomor 905) sebagaimana telah Fbcberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
:5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

‘Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
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Memerhatikan :

Menetapkan

10.

Taliapan. Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali| Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik' Indonesia Tahiuh 2020 Nomor
615);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum N?mor 6 Tahun 2020

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/ataun Wali KclLta dan Wakil Wali
Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam
Cc1rona Virus Disease 2019 (Covid-19)} (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 -Nomor 716):

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara Nomor : 294/PL.01.7-Kpt/7322/KPU-Kab/V /2019
Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 290]PL.01.7-SK/732'2_/KPU-Kab/V_12019
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat* Daerah-Kabupaten Luww Utara: Tahun:
2019;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara Nomor : 3201PL.01.9-Kpt!7322|jKPU-Kab/VII12019
Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
PTrmhhan Umum Anggota Dewan| Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;

Berita Acara Nomor : 331/PL.02.2-BA/7322/KPU-
Kab/] /2020 tentang Penetapan Persyaratan pencalonan
Untuk Partai Polittk atau Gabungan | Partai Politik pada
Pemilihan: Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

UT.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK

PAR’.II‘AI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA

TAHUN 2020.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

yang
Politi

Tahun 2020 sebagai berikut +

: Menetapkan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

di usulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
ki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara

1. Partai Politik atau gabungan Partai Polittk dapat

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
BLJLpati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari 35 (tiga puluh lima)
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Utara hasil pemilihan umum tahun 2019 yaitu telah
memenuhi- persyaratan perolehan: -1l:m'si paling: sedikit
7 (tujuh) kursi; atau

. Partai Politik atau gabungan Partai politik dapat

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Buipati jika telah memenuhi persyaratlan perolehan paling

sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 174.381 (scratus
tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu)
ulasi perolehan suara sah partai politik di-daerah -
Kabupaten Luwu Utara hasil pemilihan umum tahun 2019
yaitu telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit
43.896 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh

e:lnam) suara sah.

: Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

mengusulkan Balal Pasangan Calon menggunakan ketentuan
memperoleh paling sedikit 25%- (dua puluh lima- persen) dari

akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada

Di

KESATU angka 2 di atas, ketentuan tersebut hanyva

berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara hasil

pemiliban umum tahun 2019.
: Jum]

akoun
Kabt:

lah kursi Dewan Perwakilan llzakyat Daerah dan
nulasi perolehan suara: sah partal politik ‘di- daerah-
1ipaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksud Diktum

KES!

ATU di atas adalah yang ditetapka'ln melalui Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang
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KEEMPAT

KELIMA

\V-

Perubahan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Utara Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019. sebagaimana
data tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor
11/PL.02.2-Kpt/7322/KPU-Kab/1/2020 tanggal 06 Januari
2020 tentang Persyvaratan Pencalonan Untuk Partai Politik
Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020. Dicabut Dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 22 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
ttd
SYAMSUL BACHRI

RIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
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‘ - NOMOR 34D oL .Q-Kptfkl-'i-k'ﬁfl 7322/ VW[ 2620 e
: TENTANG @ PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
b = . * E 3 1 | : v ATAU GABUNGAN PARTALROLITIK PADA PEMILIHA
. BUPATI DAN WAKIL BUPATILUWU UTARA 1 Aﬂui“*i. 2 __"3-
e » = .
[ATA REKAPITIULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHARN UMUM
ANGGOTA DIWAN FERWAHILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU 1JTARA TAHUN 2019
= — == —“_ﬁqﬁm_ﬂ“—"_mmr
110 URUT DAERAH PEMILIHAN ng‘ﬁ;‘u LUBU PEMILIHAN LUWU DAERAH PEMILIHAN| JUMLAE SUARA
L =3 { KURSI
PR . PARTAI POLITIK ‘ UWU UTARA 1 UTARA 2 UTARA 3 LUWU UTARA 4 AH DAl 3
Suara Sah] HKursi |Suara 8ah| Kursi |Suara Sah Kursi |Suara Bah| Karsi |Suara S8ah| Kursi
i1l Se———— /5 131 7 ] S | I T8l fird1 — ] yeim 0L 1d] L
1 Partzi Kebangkitan Bangsa 2.716 1 2.93¢ 1 611 0 1.834 0 8.100 2
2 Partzi Gernkan Indonesia Raya 3.072 1 T.47% | 2.385 O 5.460 1 18.994 3
3 Partsi Demokrasi Indonesia Pe: juangan 1.782 9] 3.091 1 568 0 3.173 1 8.614 2
4 Partzi Golongan Karya 8364 | 2 9.24¢ 2 +4.444 1 12.311 3 34.367 8
5 Partei Nf_usDcm . 5.196 1 6.727 1 4.415 1 6.912 1 23.259 4
6 Part;i CGrerakan Perubshan Indonesia - 0 0 Q - 0 - 0
" PeirEEi Berkar.a _ - 0 0 - 0 - 0 - 4]
8 Part_zi Kgradijzn §cjahl:m 1.887 0 2.47% 0 3.211 1 6,732 1 14.305 2
9 Parlei Persatian lndongsia 1.:222 0 3.900 1 413 (¢] 6.C10 1 11.545 2
1_(_) Partai Persatian Pemila_r}{;}.!_f_lzils. 71 0 1.101 (8] 1.510 a 2.745 ] 5.427 1
11 Partzi Solidaritas Indonesia 198 4] 207 0 G 0 46 0 460 0
12 Pa.riai Amanal Nasioni:! 3.779 1 | 7.08% 1 4,578 1 6.415 1 21 .8?4 4
13 Partgi E‘f’-}“ Nurani Egl;ya_t 4,410 1 . 3.89C 1 3.349 1 3.008 1 14.657 4
lf“} Partzi D_emok'.‘al 2..181 O 4,540 1 2.977 1 2.753 1 12.561 3
19 Partei B-uhm Hintang 10 0 183 0 15 Q Eis] 0 247 Q
| 20 Partzi Keadilan dan Porsatuan lndoncsi;J - Q . 0 - 0 - 0 - 0
B TOTAL ] 3ssss 7 52.860 | 10 28.485| 6 57.448 | 12 174.381 | 35 |
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
ttd
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